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Abstrak

Perjanjian asuransi yang sesuai dengan tujuannya yaitu suatu perjanjian yang memberikan proteksi
terhadap suatu peristiwayang terjadi yang tidak dapat diketahui pada saat perjanjian dibuat. Di mana
dalam proses klaim asuransi harus didasarkan pada asas keseimbangan karenarisiko yang dialihkan
kepada penanggung diimbangi dengan jumlah premi yang dibayarkan kepada penanggung. Penelitian
ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan cara mempelajari, mengkaji, dan
menginterprestasi bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam literatur-literatur, Peraturan Perundang-
Undangan, dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian asuransi. Data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data sekunder, dan selanjutnya dilakukan analisis secarakualitatif. Hasil
penelitian menyebutkan bahwa prosedur pengajuan klaim yang dilakukan ol eh tertanggung terhadap
penanggung secara umum harus memenuhi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan
Polis Standar Kendaraan Bermotor yaitu mulai dari pemberitahuan, pengisian formulir klaim, dan
penyerahan dokumen lainnya serta investigasi yang dilakukan penanggung. Sedangkan mengenai
ganti kerugian asuransi kendaraan bermotor yang disebabkan oleh evenemen pencurian pada
tertanggung adalah ganti kerugian total dan penanggung akan memberikan ganti kerugian kepada
tertanggung berdasarkan harga sebenarnya sesuai dengan ketentuan Polis Standar Kendaraan
Bermotor.

Kata Kunci: perjanjian, klaim, asurans

|.PENDAHULUAN

Padamasasekarangini, hampir sesmuaaspek kehidupan daam masyarakat memerlukan
adanyaperlindungan asurans. Hal tersebut merupakan dampak dari adanyakemajuandi bidang
ilmu pengetahuan dan teknol ogi, serta perkembangan zaman sdain perlindungan terhadap jiwa
dan hartakekayaan yang dimiliki, perlindungan terhadap kebutuhan penunjang hidup manusia
jugasangat diperlukan.

Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi kendal atersebut
diantaranyabersamapihak swastamendirikan lembaga-lembagaasurans yang dapat menanggung
risiko yang dialami oleh pesertaasurans dengan caramemberi santunan. Padadasarnya, setiap
warganegaraharus mendapat perlindungan terhadap kerugian yang dideritakarenarisiko-risko
demikian. Ini merupakan suatu pemikiran sosial, oleh karenakeadaan ekonomi dan keuangan
dewasaini bel um mengizinkan, bahwasegd aakibat mengadakan jaminan sogd tersebut ditampung
oleh pemerintah, maka perlu usaha ini dilakukan secara gotong royong. Manifestasi dari kegotong—
royongan ini adalah dengan pembentukan dana—dana yang cara pemupukannya dilakukan dengan
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mengadakan iuran—iuran wajib, di mana akan dianut principebahwayang dikenakaniuranwgib
tersebut adalah hanya golongan atau mereka yang berada atau mampu sagja, sedang hasil
pemupukannyaakan dilimpahkan jugakepadaperlindungan jaminanrakyat banyak. Oleh karena
itujaminan sogd rakyatl ah yang dalam padaitu menjadi pokok tujuan. Kitalebih melihat kepada
rakyat banyak yang mungkin menjadi korban risiko-risiko teknik modern, daripada kepada
para pemilik/pengusaha alat—alat modern yang bersangkutan. Jika jaminan itu dirasakan oleh
rakyat, makaakan timbullah pulakegairahan kontrol sosid.

K egiatan usahaasurans mengandung beberapaaspek terpenting yaitu aspek ekonomi
dan aspek hukum. Agpek ekonomi seseorang memiliki polisasurans add ah untuk menanggulang
risko yang dapat menimpahartabendamaupun jiwaraganyayang dapat menimbulkan kerugian
baik material maupunimmateril (jiwaatau cacat badan) yang akan mempengaruhi jalan hidup
orang bersangkutan dan jugaahli warisnya. Seseorang (tertanggung) melaui asurans mengdihkan
risiko-risiko yang dihadapinyakepadapihak lain (penanggung) yang bersediamenerimarisiko
tersebut, untuk itu tertanggung menge uarkan biayayang relatif kecil (premi) untuk memperoleh
hasil maksimal (jaminan ganti kerugian yang relatif besar). Upayayang disebutkan ini adalah
merupakan usahamanusiadalam bidang ekonomi dengan caramemperkecil risiko kerugian
akibat suatu hal yang akan diderita.

Dari aspek hukum, perjanjian asurans menimbul kan hubungan hukum yang diwujudkan
dalam suatu perjanjian (kontrak) dan diikuti dengan pembuatan akta perjanjiannya(polis), di
manadirumuskan syarat-syarat, kewagjiban-kewsgjiban, dan janji-janji yang harus dipenuhi oleh
Setigp pihak sesual dengan kedudukannyamasing-masing sebagai tertanggung dan penanggung.
Pengertian hukum asuransi merupakan bagian dari hukum perjanjian atau hukum perikatan yang
diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPdt). Tetapi dalam kedudukannya
sebagal perjanjiankhususasurans diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD)
dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, di manaperaturan
tersebut memuat asas dan ketentuan-ketentuan sendiri yang berl aku sebagal kaidah hukum khusus
di samping hukum perjanjian padaumumnyayang berlaku sebagai ka dah hukum umum.

Mengingat arti pentingnyaperjanjian asurans yang sesual dengan tujuannyayaitu suatu
perjanjian yang memberikan proteks . Perjanjian ini sebenarnyamenawarkan suatu kepastian
mengenai kerugian hartabendayang akan mungkin dideritakarenasuatu peristiwvayang belum
tentu atau evenemen. Sebagal perusahaan asurans yang kegiatan usahanyabergerak di bidang
perasurand an kerugian, baik yang diadakan oleh perusahaan asurans sebagal penanggung dengan
tertanggung secarapribadi dimaksudkan untuk menghindari kerugianyang dideritaolehtertanggung
apabilaterjadi suatu peristiwayang dapat menimbulkan suatu kerugian.

Salah satu azas penting dalam perjanjian pertanggungan itu adal ah asaskeseimbangan
karenarisko yang didihkan kepadapenanggung diimbangi dengan jumlah premi yang dibayarkan
kepadapenanggung. Asasini penting gpabilaterjadi peristiwatak tentu yang menimbulkan kerugian.
Kerugian yang harusdiganti itu seimbang dengan risiko yang ditanggung oleh penanggung. Jika
risiko atas benda pertanggungan hanyasebagi an diaihkan kepadapenanggung, makapenanggung
berkewajiban membayar ganti kerugian hanya sebagian puladari kerugian yang timbul itu.
Demikianjugadengan risiko atas benda pertanggungan dialihkan sel uruh kepada penanggung,
maka penanggung berkewajiban membayar ganti kerugian atas semuakerugian yang diderita
olehtertanggung. Demikian prosesganti rugi yang terjadi dalam perjanjian pertanggungan antara
penganggung dengan tertanggung.
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II.METODE PENELITIAN

Pendlitianini berusshamemperol eh ke d asan mengena penyed esaian prosesganti kerugian
dalam perjanjian asyrans akibat terjadinyasuatu peristiwayang tidak dapat diduga pada saat
perjanjian asuransi dibuat.Pendekatan dil akukan dengan menggunakan pendekatan yuridis
normatif danempiris, pendekatan yuridisnormatif yaitu dengan caramempe gari, mengkgi, dan
menginterprestas bahan-bahan kepustakaan yang adadalam literatur-literatur, dan bahan-bahan
hukum yang berupa Peraturan Perundang-Undangan, dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan
dengan perjanjian asurand, sedangkan pendekatan empirisdengan melihat proses yang terjadi
di lgpangan. Datayang digunakan dalam pendlitianini ada ah datasekunder dan dataprimer dan
sdanjutnyadilakukan analisissecarakuditatif.

I11.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pengertian Asurans

Asurans dalam bahasaBelandayang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang (KUHD) disebut ver zekering atau assurantie yang jugaberarti pertanggungan. Asurans
dalam kamus Bahasalndones adiartikan dengan segd abentuk pertanggungar/perlindungan atas
suatu objek dari ancaman bahayayang dapat menimbulkan kerugian. Menurut Djoko Prakoso,
asurans adaah perjanjiantimbal balik, artinyabahwakewsjiban penanggung mengganti rugi
dihadapkan dengan kewajiban tertanggung membayar premi. Wal aupun dengan pengertian
kewajiban membayar premi itu tidak bersyarat/tidak digantungkan padasatu syarat. Dalam
ketentuan Pasal 246 KUHD, asuransi dirumuskan sebagal perjanjian dengan mana pihak
penanggung mengikatkan diri kepadatertanggung dengan menerimapremi, untuk memberikan
penggantian kepadanyakarena kerugian, kerusakan/kehilangan keuntungan yang diharapkan,
yang mungkin dideritanyadari suatu peristiwayang tidak tentu (evenemen).

Pengertian asurans yang terdapat dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 2 tahun
1992 (untuk sdanjutnyadis ngkat dengan UUUP) tentang UsahaPeransurangan ada ah perjanjian
antaraduapihak atau lebih di manapihak penanggung mengikatkan diri kepadatertanggung
dengan menerima premi asurans untuk memberikan penggantian kepadatertanggung karena
kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum
kepada pihak ketigayang mungkin dideritatertanggung yang timbul dari suatu peristiwayang
tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau
hi dupnya seseorang yang di pertanggungkan.

Asurans pada umumnya adal ah suatu perjanjian timbal balik, dalam mana pihak
penanggung dengan menerimapremi, mengikatkan diri untuk memberikan pembayaran kepada
pengambil asurans atau orang yang ditunjuk, karenaterjadinyasuatu peristiwayang bel um pasti
yang dissbut ddam perjanjian, baik karenapengambilan asurang atau tertunjuk menderitakerugian
yang disebabkan oleh peristiwva mengena hidup, kesehatan atau meninggal nya seseorang
tertanggung. (Santoso Pogjosoebroto; 1980:82).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dianalisis bahwa pengertian asuransi atau
pertanggungan sebaga manadimaksud dalam Pasa 1 angka (1) UUUPR, mempunyai jangkauan
yang lebihluasdaripadayang diatur dalam Pasal 246 KUHD. Hal tersebut dapat dilihat dari:

1. Pengaturan asurans ddam UUUP mencakup asurans kerugian danjiwa, sedangkan dalam
KUHD hanyamengatur tentang asurang kerugian.

2. Pengaturan asuransi dalam UUUP mencakup asurans untuk kepentingan pihak ketiga,
sedangkan pengaturan dalam KUHD tidak mencakup.
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Oleh karenaitu dalam ha pengertian asurans atau pertanggungan akan lebih sempuna
ataupun baik apabilamenyandarkan diri padapengaturan menurut UUUP. Dapat dijeaskan pula
bahwa pertangungan atau asurans merupakan suatu bentuk pengalihan resiko dari tertanggung
kepada penanggung atas premi yang diberikan ol eh tertanggung kepada penanggung atas premi
yang diberikan ol eh tertanggung untuk menanggung segd arisko aastimbulnyakerugian, kematian
padajiwaseseorang sertakemungkinan yang akan dideritaoleh seseorang dari pihak ketiga.

Perjanjian Asurans

Pada dasarnya perjanjian asuransi merupakan suatu perjanjian yang mempunyai
karakteristik yang akan jelasmemberikan suatu ciri khusus, gpabiladibandingkan dengan jenis
perjanjianlan.

1 Perjanjian Asurans add ah perjanjianyang bersifat deatair (al eatary),maksudnyaidah
bahwa prestas penanggung dalam perjanjian ini mas h harusdigantungkan padaperistiwa
yang belum pasti, sedangkan prestasi tertanggung sudah pasti.Dan meskipun tertanggung
sudah memenuhi prestasinyadengan sempurna, pihak penanggung belum pasti berprestas
dengan nyata. (Sri Redjeki Hartono, 1995:109).

2. PerjanjianAsurans addah perjanjian bersyarat (conditional ), maksudnyaadd ah prestas
penanggung daam perjanjianini akan terlaksanaagpabilasyarat-syarat yang ditentukan ddam
perjanjian dipenuhi.Pihak tertanggung akan berjanji memenuhi syarat, tetapi iatidak dapat
memaksapenanggung mel aksanakan , kecuai dipenuhi syarat-syarat.

3. Perjanjian Asuransi adalah perjanjian yang bersifat sepihak (unilateral) maksudnya
add ah bahwapihak penanggung sgayang memberikan janji akan mengganti suatu kerugian,
gpabilamembayar premi dan polis sudah berjd an, sebaiknyatertanggung tidak menjanjikan
suatu gpapun.

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian sepihak (unilateral). Maksudnya bahwa
perjanjian dimaksud menunjukkan bahwa hanya satu pihak sgjayang memberikan janji yaitu
pihak penanggung. Penanggung memberikan janji akan mengganti kerugian, gpabilatertanggung
sudah membayar premi dan polissudah berjd an. Sebaliknyatertanggung tidak menjanjian suatu
apapun.

Menurut Man Suparman Sestrawidjaya, perjanjian asurand add ah perjanjianyang melekat
padasyara penanggung (Adhesion), karenadi ddam perjanjian asurans padahakekatnyasyarat-
syarat syarat dan kondis perjanjian hampir seluruh ditentukan dan diciptakan ol eh penanggung/
perusahaan asuransi sendiri dan bukan karena adanya kata sepakat yang murni atau tawar
menawar.(Man Suparman Sastrawidjga; 7) Perjanjian asurans adalah suatu perjanjian timbal
baik oleh karenaitu keduabe ah pihak saling mengikatkan diri padasesuatu dan dengan demikian
dapat puladipecahkan jikaadawanprestasi. (Emmy Pangaribuan; 1975:8)

Hak dan kewgjiban parapihak tersebut adal ah dalam hal pembayaran premi asuransi
dan pemberianganti kerugian, jikaterjadi evenemen. Pihak tertanggungj ugawgib memberitahukan
kepada penanggung mengenal keadaan objek asurans (Pasal 251 KUHD). Berdasarkan uraian
di atas, dapat dijelaskan bahwa perjanjian asurans merupakan perjanjian antara penanggung
dantertanggung secaratimbal balik dan sding mengikatkan diri sertaperjanjian tersebut merupakan
kesepakatan antaratertanggung dengan penanggung secarabebas, artinyatanpapengaruh dan
tekanan dari pihak manapun.

Secaraumum pengertian perjanjian dapat dijabarkan antaralain adal ah sebagai berikut:
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1. Suatu perbuatan dengan manasatu orang aau | ebih mengikatkan dirinyaterhadap satu orang
ataulebih.

2. Suatu hubungan hukum antara para pihak, atas dasar manapihak yang satu berhak untuk
suatu prestasi dari yang lain dan jugaberkewajiban mel aksanakan dan bertanggungjawab
atassuatu prestas.

Dari penjabarandi atas dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian padadasarnyaakan
meliputi hal-ha sebagal berikut:

1. Perjanjian sddumenciptakan hubungan hukum.

2. Perjanjian menunjukan adanyakemampuan atau kewenangan menurut hukum.

3. Perfjanjianmempunyai atau berisikan suatu tujuan, bahwapihak yang satu akan memperoleh
dari pihak yang lain suatu prestas yang mungkin memberikan sesuatu, melakukan sesuatu
atau tidak mel akukan sesuatu.

4. Dalam setiap perjanjian, pihak yang satu berhak atas prestasi dari pihak yanglain, yang
dengan sukarelaakan memenuhinya.

5. Bahwadalam setiap perjanjian pihak yang satu wajib dan bertanggung jawab mel akukan
prestasinyasesua denganis perjanjian.

Sampal saat ini di Indonesiasecaraumum, perjanjianasurand diatur ddam duakodifikas,
baik ddam KUHPdt maupun ddam KUHD. Dalam KUHPdt, perjanjian asurand diklasfikesikan
sebagal salah satu dari yang termasuk perjanjian untung-untungan sebagai manayang tercantum
pada Pasal 1774 yang berbunyi,”Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang
hasilnya mengenal untung ruginya baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak,
bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.”

Perjanjian asurans merupakan suatu bentuk perjanjian khususyang diatur ddam KUHD.
Karenamerupakan suatu bentuk perjanjian, makapengaturan mengenai Syarat sahnyasuatu
perjanjianyangterdapat dalam Pasa 1320 KUHPdt jugaberlaku bagi perjanjian asurang, kecudli
ditentukan lain dalam KUHD. Perjanjian asurans merupakan perjanjiankonsensud karenaterjadi
setel ah adanyakesepakatan di antara pihak penanggung dan tertanggung (Pasal 257 KUHD).
K esgpakatan itu mengenal objek asurand, resiko yang ditanggung, pembayaran premi, evenemen
dan ganti kerugian sertasyarat-syarat khususyang dibuat dalam suatu aktaperjanjian tertulis.
Perjanjian asurans dapat dil akukan secaralangsung ataupun tidak langsung melaui perantara
(Pasal 260 KUHD).

K esepakatan parapihak dalam perjanjian asuransi harus dibuat secara bebas, tidak
beradadi bawah pengaruh, tekanan atau paksaan dari pihak manapun (Pasd 6 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian). Parapihak yang terikat dalam
perjanjiantersebut harus pihak yang berwenang untuk mel akukan suatu perbuatan hukum yang
diakui undang-undang. Objek yang diasuransikan dalam perjanjian tersebut dapat berupaharta
kekayaan, jiwaatau ragamanusi a sertakepentingan tertentu yang melekat padaobjek asurans
tersebut. Objek yang diasuransikan oleh seseorang itu tidak boleh merupakan bendayang dilarang
oleh undang-undang (Pasal 599 KUHD).

Daam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum PerdataK UHPdt, syarat-syarat sah
suatu perjanjian secaraumum terdiri dari 4 (empat) hal, yaitu:

1. Kesgpakatan (consensus)

Tertanggung dan penanggung sepakat mengadakan perjanjian asurans . K esepakatan tersebut
padapokoknya, meliputi:

a. Bendayang menjadi objek asurang;
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Pengalihan risiko dan pembayaran premi;

Evenemen dan ganti kerugian;

Syarat-syarat khususasurang;

Dibuat secaratertulisyang disebut palis.

Kewenangan (authority)

K eduapihak tertanggung dan penanggung berwenang mel akukan perbuatan hukum yang
diakui oleh undang-undang.kewenangan tersebut adayang bersifat subjektif dan adayang
bergfat objektif. Kewenangan subjektif artinyakeduabe ah pihak sudah dewasa, sehat ingatan,
tidak beradadi bawah perwakilan (trusteeship) atau pemegang kuasayang sah. Kewenangan
objektif artinyatertanggung mempunyai hubungan yang sah dengan objek asurans karena
bendatersebut kekayaan miliknyasendiri. Penanggung adal ah pihak yang sah mewakili
perusahaan asurans berdasarkan anggaran dasar perusahaan.

Kewenangan pihak tertanggung dan penanggung tersebut tidak hanyua dalam rangka
mengadakan perjanjian asurang, tetapi jugada am hubunganinternd di lingkungan perusahaan
asurans bagi penanggung dan hubungan dengan pihak ketigabagi tertangung, misalnyajual
beli, objek asurans, asurans untuk kepentingan pihak ketiga.

3. Objek tertentu (fixed object)

Objek tertentu dalam perjanjian asuransi adal ah objek yang diasuransikan, dapat berupa
hartakekayaan dan kepentingan yang melekat pada hartakekayaan, dapat pulaberupajiwa
atauragamanusia.

Pengertian objek tertentu adal ah bahwaidentitas objek asuransi tersebut harusjelasdan
pasti, yang mengasuransi kan objek itu adal ah tertanggung, makadia harus mempunyai
hubungan langsung atau tidak |angsung dengan objek asurang itu.

4. Kausayanghaa (legal cause)

Kausayang halamaksudnyaadalahisi perjanjian asurans itu tidak dilarang oleh undang-
undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.
Contoh asurang yang berkausatidak hal adalah mengasuransikan benda, tetapi tertanggung
tidak mempunyal kepentingan.

Berdasarkan kausayang hal tersebut, tujuan yang hendak dicapai oleh tertanggung dan
penanggung ada ah berdihnyaris ko atas objek asurans yang diimbangi dengan pembayaran
premi.

5. Pemberitahuan (notification)
a. Teori Objektivitas (objectivity theory)

Salahteori ilmu hukum yang dikenal dalam hukum asuransi adal ah teori objektivitas,
objek harustertentu artinya, jenis, identitas, dan sifat yang dimiliki objek tersebut harus
jelasdan pasti.

b. Pengaturan pemberitahuan ddam KUHD
Apabilatertanggung lalal, makaakiba hukumnyaada ah asurans batal. Menurut ketentuan

Pasal 251 KUHD, semua pemberitahuan yang salah, atau tidak benar, atau

penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung tentang objek asuransi.

(Abdulkadir Muhammad; 1992; 25).

Hak dan kewajiban parapihak tersebut adal ah dalam hal pembayaran premi asurans
dan pemberianganti kerugian, jikaterjadi evenemen. Pihak tertanggungjugawgib memberitahukan
kepada penanggung mengenai keadaan objek asurans (Pasal 251 KUHD). Syarat pertamadan
kedua padaPasal 1320 KUHPerdatadiatas dinamakan syarat subyektif, karenamel ekat pada
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diri orang yang menjadi subyek perjanjian, jikasyarat ini tidak dipenuhi, perjanjian tersebut
dapat dibatalkan, tetapi tidak dimintakan pembatal an hakim, perjanjian tersebut tetap mengikat
pihak—pihak, walaupun diancam pembatalan sebelum dilepas dalam waktu lima tahun (Pasal
1454 KUHPerdata). Selanjutnyasyarat ketigadari pasal 1320 KUHPerdatatersebut dinamakan
syarat obyektif, karenamengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian, jikasyarat ini tidak
dipenuhi, makaperjanjian menjadi batal. Pembatal an tsb dapat diketahui gpabilaperjanjiantidak
mencapal tujuan karenasalah satu pihak tidak memenuhi kewgjibannyakemudian diperkarakan
dimukahakim, dan hakim menyatakan perjanjian batal karenatidak memenuhi syarat obyektif.

Uralandi atasmemberikan pengertian bahwasuatu perjanjian dapat dikatakan sah gpabila
adanya persetujuan kehendak antara pi hak-pihak yang membuat perjanjian (consensus), adanya
kecakapan pihak-pihak, adanyasuatu hal tertentu sertaadanya suatu sebab yang hald (causa).

Klaim Ganti Rugi dalam Perjanjian Asurans Kendaraan

Apabilarisiko kerugian atau evenemen yang ditentukan dalam klausulaPolisAsurans
oleh pihak tertanggung terjadi maka, ganti rugi padaperjanjian asurans dapat dilakukan meaui
tahap-tahap sebagal berikut:

1. Prosedur Pengajuan Klaim

Beralihnyarisiko kerugian kepada perusahaan asuransi atas evenemen yang terjadi
sebaga manaditentukan dalam polisasurans, dikarenakan penanggung tel ah menerimapremi
asurans sebagal konsekwens peralihan risiko atau evenemen. Bilarisiko yang diperjanjikan
daam polisterjadi, makatertanggung berhak mengg ukan klam ganti kerugian kepadapenanggung
karenatertanggung telah membayar premi yang merupakan kewgjibannya. Diterimanyapremi
makaberarti pihaknyamenyetujui untuk memberikan ganti kerugian, berdasarkan polisyang
ditandatangani oleh penanggung yang ditujukan oleh tertanggung melalui surat permohonan
pertanggungan kendaraan bermotor.

Berdasarkan asas hukum perdata yang menyatakan bahwabarangsiapayang merasa
mempunyai hak atas sesuatu makaiaharus dapat membuktikannya. Daam hal ini tertanggung
merasa mempunyai hak untuk memperoleh ganti kerugian dari penanggung dengan alasan
evenemen yang diperjanjikan dalam polistel ah terjadi untuk itu pihak tertanggung harus dapat
membukti kannya bahwa evenemen tersebut benar adanyabukan atas kesalahan sendiri serta
rekayasadari pihak tertanggung.

Polis Standar Kendaraan Bermotor di Indonesia yang selanjutnya disebut (PSKB)
menjelaskan perusahaan asurans (penanggung) akan memberikan ganti kerugian kepada
tertanggung berdasarkan ketentuan persyaratan, pengecudian ddam polis. Berdasarkan ketentuan
penanggung akan memberi ganti kerugian terhadap risko atau evenemen seperti bahayapencurian,
kebakaran, kerusakan dan kecel akaan. Syarat-syarat dan dokumen perjanjian asuransi yang
telah ditandatanganni ol eh penanggung dengan tertanggung harus diserahkanjikaterjadi evenemen
terhadap kendaraan bermotor yang di pertanggungkan. tertanggung harusmemenuhi persyaratan
dan mdakukan ketentuan yang td ah ditetgpkan daam polisasurang yaitu menyd esaikan dokumen-
dokumen sebagai berikut:

a) Padasaat terjadi evenemen tertanggung harus segeramel aporkan kejadian kepadabagian
klaim asurans penanggung.

b) Mengis formulir klaim selengkap-lengkapnyadan ditandatangani ol eh tertanggung,

c) Mdampirkan STNK adli

d) PotoCopy SIM dan KTP pemilik dan/atau yang menghilangkannya,
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€) Adi surat tandapenerimaan | gporan kehilangan kendaraan dari kantor polis sektor setempat,

f) Adi surat keterangan pemblokiran STNK sertasurat keterangan yang dikel uarkan oleh Kanit
Reskrim Polda,

g Konci kontak 2 buah,

h) Setifikatadi,

i) Faktur danblanko kwitang yang ditandatangani oleh pemilik kendaraan,

]) Kwitans pembelian dari dealer atau Perjanjian Pembiayaan Kendaraan bermotor.

k) MdampirkanBPKBAdI.

Biladiperhatikan syarat dan dokumen-dokumen di atas makaketentuan tersebut lebih
banyak jikadibandingkan dengan ketentuan yang diatur oleh KUHD, karenaKUHD hanya
menentukan pemberitahuan evenemen dan aat bukti yang berupapolisasurans . Apabilasemua
persyaratan tersebut tel ah terpenuhi tertanggung tanpaterkecudi, makapihak tertanggung berhak
mendapat ganti kerugian dari. penanggung

Berdasarkan Pasal 283 KUHD bahwa tertanggung wajib memberitahukan kepada
penanggung dengan ancaman ganti kerugian apabilaadadasan untuk itu. Berdasarkan ketentuan
tersebut makatertanggung tel ah mel gporkan kepada penanggung bahwate ah terjadi pencurian
sebaga manayang ditentukan dalam polis asurans kendaraan bermotor. Sebaga contohtelah
terjadi evenemen pencurian terhadap kendaraan bermotor yang di pertanggungkan dan atas dasar
itu tertanggung memintaganti kerugian. Dalam KUHD jangkawaktu pemberitahuan evenemen
tidak diatur secarajelas, makadadam Pasd 6 ayat (1) PSKB diatur bahwatertanggung diwgjibkan
memberitahukan pencurian kendaraan bermotor yang di pertanggungkan kepada penanggung
sdlambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerjasgak terjadinyaevenemen pencuriantersebut. K etentuan
pasd tersebut tel ah disepakati ol ehtertanggung dan, penanggung terbukti dengan ditandatanganinya
polisturunan asurans kendaraan bermotor. Dalam ringkasan ternyatabahwadaam hal terjadi
suatu peristiwayang memungkinkan timbulnya suatu klaim dibawah pertanggungan, maka
tertanggung dimintauntuk memberikan lgporan kepadapenanggung sl ambat-lambatnya 72 (tujuh
puluh dua) jam setel ah kegjadian yang ditujukan kepadaketuabagian klaim asurans.

Daam Pasal 283 KUHD bentuk Igporan yang harus diberikan ol eh tertanggung tidak
diatur secarajeas, tetapi hal ini telah diatur dalam Pasal 6 ayat (2) PSKB menentukan bahwa
bentuk pemberitahuan add ah tertulisatau lisan yang kemudian diikuti |gporantertulis. Mengingat
pendeknyabataswaktu makatertanggung mel akukan secaralisan yang kemudian diikuti dengan
laporan tertulis. Ini dilakukan untuk mencegah jangan sampai hak klaim atas pertanggungan
kendaraan bermotor itu hapus. Jadi pemberitahuantidak menjadi masd ah karenayang terpenting
adal ah pemberitahuan pertamatidak melampaui batas 72 jam, karenaapabilamel ebihi batas
waktu makapenanggung berhak untuk tidak memprosestuntutan dari tertanggung, karenadinila
ldai (Pasal 283 KUHD).

Setelah memberikan lgporan secaralisan makatertanggung harusmembuat | gporan secara
tertuliswaaupunlebihdari 72 jamid |gporan add ah mengenai:

ad Tempat kegadian
b) Tanggd danjamkegadian
C) Jenispencurian

Berdasarkan |aporan tersebut jel as bahwa pencurian tersebut sesual dengan salah satu
evenemen yang diatur dalam ketentuan polisasuransi kendaraan bermotor antaratertanggung
dan penanggung. Penanggung sebagai pihak yang menerimalaporan dan langsung mengadakan
pengecekan dengan mencocokkan nomor register polisasurans . Apabilalaporan tidak benar

106 PRANATA HUKUM \olume 5 Nomor 2 - Juli 2010



makatertanggung tidak berhak menerimaganti kerugian (berdasarkan Pasal 15 PSKB) Namun
gpabilatertanggung memberikan | gporan yang benar, ini berarti tertanggung berhak menerima
ganti kerugian. Pasal 15 PSK B yang dimaksudkan dengan |aporan tidak benar adalah:
ad Memperbesar jumlahkerugianyang diderita
b) Menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan atau barang-barang yang tersisadan
menyatakan sebagai barang yang musnah.
C) Mempergunakan surat atau alat bukti palsu atau tipuan
d) Méeakukanatau menyuruh melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kerugian yang
dijaminpolis
€) Meakukanaau kddaanyang sangat melampaui batas sehinggamenimbulkankerugianyang
sedianyadijaminpalis.
2. Pengisan Formulir Klaim
Di ddam KUHD dan PSK B tidak ditentukan secarajelasbagaimanamengg ukan klam
terhadap penanggung, gpakah hanyadengan lisan atau secaratertulisyaitu dengan mengis formulir
klaim. Berdasarkan sertifikat asurans kendaraan bermotor yang ditandatangani oleh penanggung
dengan tertanggung menyatakan bahwa setel ah | aporan makatertanggung wajib memberikan
dokumen-dokumen sebagal syarat klam. Sdah satunyaaddah mengis formulir klam, adagpunis
dari formulir klaim itu adalah: Nama tertanggung, Alamat/ No. Telp, Nomor polisMasa
pertanggungan, Merk dan tipe, Nomor polisi, Tahun pembuatan, STNK berlaku hingga, Type/
ukuran silender (cc), Nomor rangka, Nomor mesin, Nomor SIM, Golongan SIM, SIM tersebut
berlaku hingga, tempat kejadian, kendaraan dipergunakan untuk keperluan apa, adakah pihak
ketigayangterlibat. Kantor polis yang menangani kasusini, Saksi-saks menceritakan kgadian
secararingkas, membuat sketsasebe um kegadian, pernyataan dari tertanggung bahwapengisian
formulir ini sesua dan dengan sungguh-sungguh, tanggd pembuatan permohonan, tandatangan
tertanggung, namajeas.
Setel ah dilakukan pengisianformulir klaim makapihak tertanggung wajib menyerahkan
dokumen-dokumen lainnyayaitu:
a Photo Copy STNK, SIM dan KTP pemilik kendaraan.
STNK dimaksudkan sebagai bukti otentik yang akan disesuakan dengan kendaraan yang
bersangkutan yaitu dengan nomor rangka, nomor mesin dan nomor polisi. Surat Izin
Mengemudi (SIM), hal ini sangat penting karena penanggung tidak akan memberikan ganti
kerugian kepadatertanggung apabilatidak memiliki SIM yang sah (Pasal 3 angka (5) dan
(4) PSKBI). KTP bergunauntuk mengetahui alamat dan tempat tinggal tertanggung dan
sebagai syarat keberlakuan polis, karena polishanyaberlaku di dalam wilayah Republik
Indonesia(Pasal 4 PSKB).
b) Sertifikat adi atau Polisadli
Polis sangat penting bagi tertanggung karenasebagai satu-satunyaalat bukti tertulisdan
dengan paliskitadapat menunjukkan bahwapertanggungan telah berjdan (Pasd 258 KUHD).
c) Surat pemblokiran STNK, surat keterangan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh
K anitserse Pol dasertasurat tandateri mapenerimaan | gporan kehilangan kendaraan bermotor.
Ketiga surat tersebut bergunabagi tertanggung sebagal bukti bahwatertanggung telah
mel akukan usahayang patut gunamenjagadan mencegah jangan sampa kendaraan itu betul-
betul hilang (Pasal 283 KUHD dan Pasal 13 PSKB). Berdasarkan Pasal 283 KUHD bahwa
segd abiayayang tdah dikd uarkan ol eh tertanggung gunamencegah atau mengurangi kerugian
menjadi beban penanggung.
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d) BPKBadi
Kendaraan bermotor yang dijadikan objek perjanjian asurans, statushokum kepemilikannya
bukan sepenuhnyamilik tertanggung. Hal ini bukti bahwatertanggung masih mempunya hak
sebagai pemilik atas kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, ini berarti tertanggung
mempunyal kepentingan ataskendaraan bermotor yang di pertanggungkan, karenajikatidak
mempunyai kepentingan makapenanggung tidak berkewajiban memberikan ganti kerugian
(Pasal 250 KUHD).

€) Kwitang pembdiandari dedler, untuk menunjukkan bahwakendaraan yang dipertanggungkan
dibeli secara sah menurut hukum karena dianggap tidak memiliki kepentingan apabila
mempertanggungkan bendayang dilarang undang-undang (Pasal 599 KUHD). Sdainitu
jugabergunabagi penanggung untuk menyesuaikan harga pertanggungan yang tertulisdalam
sertifikat pertanggungan antara penanggung dengan. Tertanggung.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa pengumpul an dokumen-
dokumen tersebut adal ah dokumen yang wajib dikumpul kan ol eh tertanggung yang kemudian
diserahkan kepadapenanggung sebagai syarat mengajukan klaim.

3. Pemeriksaan di L apangan

Rumusan dalam KUHD yang mengatur tentang asuransi tidak ditentukan bahwa
penanggung berhak mengadakan pemeriksaan di lgpangan untuk membuktikan lgporan dari pihak
tertanggung, apakah evenemen yang terjadi termasuk evenemen yang diperjanjikan daam polis
atau disebabkan ol eh kesalahan sendiri ataukah adasubrogasi dari pihak ketiga, karenaapabila
tidak sesuai dengan polisdan disebabkan ol eh kesa ahan sendiri atau telah adasubrogas maka
pihak penanggung berhak untuk tidak memberikan ganti kerugian.

Pemeriksaan | gpangan yang akan dil akukan ol eh pihak penanggung diatur di dalam Pasd
18 PSK B yang menyatakan bahwa penanggung berhak setiap waktu mel akukan pemeriksaan
kendaraan bermotor yang di pertanggungkan. Terjadinyaevenemen pencurianyang telah dil gporkan
oleh tertanggung kepada penanggung maka pi hak penanggung akan membentuk timinvestigas
dalam rangkamewujudkan haknya, dalam rangkamemeriksakeadaan yang sebenarnya.

Tujuan dibentuknyatiminvestigas adal ah untuk memastikan kebenaran laporan dari
tertanggung dan untuk memastikan pencurian itu, bukan atas kesalahan sendiri karenaapabila
evenemenituterjadi atas kesalahan sendiri makapenanggung tidak bertanggung jawab (Pasal
249 KUHD). Tim Investigas dapat didatangkan dari pusat apabilakasusdianggap rumit atau
berat dan dapat didatangkan dari cabang sendiri apabila kasus dianggap ringan. Dalam
pertanggungan antara penanggung dan tertanggung tim investigasinya dibentuk dari pihak
penanggung.

Hasl timinvestigas diwujudkan dalam bentuk Iaporan survey yang disebut | gporan survey
klaim kendaraan bermotor yang ditandatangani oleh survayer, IS [gporan memuat:

a. Nomor palis

b. Namatertanggung

c. Namasurvayer

d. Tanggd survey dilakukan

e. ldentitaskendaraan, yang mdiputi:Merek pabrik, Type/c.c, Tahun pembuatan, Warna, Nomor
polisi, Nomor rangka, Nomor mesin, Penjel asan apakah ada perbedan antaradata spesifik
polisdengan nomor rangkamesindanlan-lain.

f. Kgadian, yangberis :Tanggd, Jam, Tempat, Keterangan.

0. Kehilangan (sebutkan secararinci)

108 PRANATA HUKUM \Wolume 5 Nomor 2 - Juli 2010



Adakah salvageatau sibrogation
. Komentar Survayer
k. Tandatangan survayer

Berdasarkan hasil pemeriksaan|gpangantiminvestigas yang dibentuk oleh penanggung,
makaakan ditarik suatu kes mpul an gpakah pencurian yang dimaksudkan sesual dengan ketentuan
polisPasd 1 angka(1) dan (3) PSKB. Pencurianyang dijamin oleh pasd tersebut ada ah pencurian
biasa dan pencurian yang didahul ui atau disertai kekerasan atau ancaman. Dalam kenyataan
yang diperoleh olentiminvestigas penanggung mengambil kes mpulan bahwa pencurian tersebut
adalah pencurian dengan kekerasan dan disebabkan oleh kesalahan sendiri sertatidak ada
subrogas, ini berarti pihak tertanggung berhak menerimaganti kerugian, namun seandainya
pencurianitutidak terjadi atau hanyarekayasadari tertanggung makapenanggung berhak untuk
tidak memberikan ganti kerugian (Pasal 3angka(3) PSKB).

4. Pembayar an Ganti Kerugian

Persoal an evenemen erat sekali hubungannyadengan persoalan ganti kerugian, tetapi
tidak setigp kerugian dari evenemen harusmendapat ganti kerugian. Harusdilihat terlebih dahulu
apakah evenemen yang terjadi itu adal ah evenemen yang ditanggung ol eh penanggung dan
dicantumkan ddam polis. Berdasarkan hasil kesmpulan dari tim investigas penanggung bahwa
evenemen yang terjadi padatertanggung adal ah tertanggung layak untuk mendapatkan ganti
kerugian.

Salah satu asas yang berlaku dalam hukum asuransi adal ah asaskeseimbangan. Asas
keseimbangan merupakan asas yang sangat penting karenarisiko yang dialihkan kepada
penanggung harusdiimbangi dengan pembayaran sgumlah premi oleh tertanggung. Ddamhd ini
premi telah dibayarkan kepada penanggung, ini berarti harus ada prestasi timbal balik dari
penanggung kepadatertanggung yang berupaganti kerugian.

Berdasarkan hasi| penelitian pada penanggung menyatakan bahwa berdasarkan luas
jaminan yang ditandatangani dal am sertifikat asurans antarapenanggung dengan tertanggung,
makaganti kerugiannyaadal ah Total Loss Only atau kerugian total. Pertanggungan Total Loss
Only adal ah penanggung baru bertanggungjawab atas suatu kerugian bilaseluruh barang yang
dipertanggungkan mengdami kerusakan seluruhnya. Ini berarti pertanggunganini hanyamenjamin
risiko kendaraan bermotor secarakerugian total yang disebabkan oleh pencurian termasuk
pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan kasusyang terjadi padatertanggung disebabkan oleh
pencurian, ini berarti tertanggung berhak menerimaganti kerugian dari. penanggung

Di dalam Pasal 10 PSKB yang dimaksud kerugian total adalah kerugian biaya
perbaikannya diperkirakan sama atau lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga
kendaraan bermotor tersebut dan kendaraan bermotor tersebut tidak ditemukan dalam waktu
60 (enam puluh) hari sgjak terjadinyapencurian berarti pihaknyaberhak memperoleh ganti
kerugianlebih dari 75% (tujuh puluh limapersen). Pihak penanggung tidak perlulagi membuat
perkiraan perbaikan karenaini bukan kerugian yang di sebabkan ol eh kecel akaan atau kerusakan,
dengan begitu tanggungj awab penanggung add ah sampa dengan maksma hargapasar kendaraan
bermotor tersebut. Hargapasar yang dimaksud tidak boleh melebihi harga pertanggungan yang
tercantum dalam sertifikat asurans antarapenanggung dengan tertanggung (Pasal 12 PSKB),
untuk |ebih jel asnyaakan diberikan contoh di bawahini :

Ddam penyelesaian klaim total lossatau kerugian total yang berlaku add ah hargapasar
kendaran sgenisdengan jumlah penggantian maks mum hargapertanggungan, yang dimaksud

h. Apakahkejadian ditangani oleh polis
i
j
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hargapasar ada ah hasi| penjua an yang dapat diperol eh tertanggung dipenjuaan atas kendaraan
tersebut sebelum kendaraan itu hilang.

Ddam Pasal 9 PSK B menentukan bahwa penanggung akan memberikan ganti kerugian
atas kehilangan kendaraan bermotor yang di pertanggungkan sebesar jumlah setelah dikurangi
risiko sendiri yang jumlahnyatercantum dalam ikhtisar pertanggungan dan setelah dikenakan
perhitungan di bawah harga

Berdasarkan Pasd 253 ayat (1) KUHD suatu pertanggungan yang melebihi jumlah harga
atau kepentingan yang sesungguhnya, hanya ah sah sampal jumlah tersebut penanggung dalam
memberikan ganti kerugian tidak akan lebih dari harga pertanggungan yang tercantum dalam
sertifikat asurang karenaitu tidak sah. Taksiran ganti kerugian pertanggungan dapat dibuat oleh
pihak-pihak padawaktu mengadakan perjanjian dan nilai taksiranitu ditetapkan sebagai dasar
perhitungan ganti kerugian jikaterjadi evenemen. Asurans kendaraan bermotor antaratertanggung
dengan penanggung mempunyai taksiran ganti kerugian berdasarkan tahun dan bulanyang telah
berjadan yang telah disepakati dan ditandatangani ol eh penanggung yang kemudian dijadikan
dasar perhitungan ganti kerugian oleh keduapihak.

Hargasuatu pertanggungan tidak selamanyasama seperti yang terteradalam ikhtisar,
karenanila suatu barang semakinlamasemakin menyusut. Jkaevenemen yang dipertanggungkan
terjadi padatahun pertamalbul an pertamamakaganti kerugian totalnyaadalah 100 % (seratus
persen), tetapi jikaevenemen yang dipertanggungkan terjadi setel ah lewat tahun pertamaganti
kerugiannyatidak lagi 100 % (seratus persen), melainkan di bawahnya. Dalam menghindari
perselisihan dalam ganti kerugian maka penanggung dan tertanggung tel ah ada kesepakatan
mengenai persentase ganti kerugian. Dalam Pasal 9 angka (2) PSKB menentukan bahwa
penanggung berhak menentukan pilihannyauntuk mengganti kendaraan bermotor yang sama
atau dengan uang. Dalam kenyataan penanggung memberikan ganti kerugian berupauang tunai

IV.KESIMPULAN

Prosedur penggjuan klaim yang dil akukan ol eh tertanggung terhadap penanggung secara
umum harus memenunhi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Polis Standar
Kendaraan Bermotor yaitumula dari pemberitahuan, pengisian formulir klaim dan penyerahan
dokumen lainnyasertainvestigas yang dilakukan penanggung jugatel ah memenuhi ketentuan.
Sedangkan mengenal ganti kerugian asurans kerugian kendaraan bermotor yang disebabkan
ol eh evenemen padatertanggung adal ah penanggung akan memberikan ganti kerugian kepada
tertanggung berdasarkan harga sebenarnyasesuai dengan ketentuan Polis Standar Kendaraan
Bermotor.
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